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ABSTRAK 

 

Penelitian yang berjudul Kebijakan Pemungutan Pajak Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) atas Transaksi Jual Beli Tanah 

dan/atau Bangunan di Kabupaten Kudus bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisis/menjelaskan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam 

memungut pajak BPHTB Atas transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan dan 

kendala serta solusi yang dihadapi oleh Notaris dan PPAT. 

Metode dalam penulisan tesis ini  menggunakan pendekatan yuridis 

sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta-fakta 

di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari 

lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif 

analitis. Permasalahan penelitian ini dianalisis dengan teori keadilan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa   

kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kudus dalam memungut pajak 

BPHTB atas transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan sudah terdapat beberapa 

persiapan yang dilakukan dalam pelaksanaan BPHTB yang beralih sistem, seperti 

legalitas melalui Perda No 4 Tahun 2011, alur penerimaan dan pelayanan untuk 

pelaksanaan pembayaran BPHTB, syarat syarat yang harus dipersiapkan wajib 

pajak, juga beberapa persiapan lainnya yang dilakukan di DPPKAD Kabupaten 

Kudus. 

Kendala dan solusi yang dihadapi oleh Notaris dan PPAT dalam 

Kebijakan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kudus Dalam Memungut Pajak 

BPHTB, yaitu : Pengetahuan masyarakat terhadap BPHTB yang rendah Solusi 

PPAT dalam memberikan penjelasan atas kewajiban pembayaran BPHTB Batasan 

tentang kewajiban PPAT dalam melihat pembayaran BPHTB, Nilai transaksi yang 

disepakati oleh para pihak tidak diketahui solusi seharusnya PPAT mengetahui 

nilai transaksi yang sebenamya, bukti pembayaran yang palsu solusi apabila SSB 

tersebut palsu maka pada pada prinsipnya PPAT tidak dapat diminta pertanggung 

jawaban, NJOP PBB yang terlalu rendah solusi Pemerintah (dalam hal ini 

Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan) menetapkan bahwa NJOP PBB 

telah sesuai dengan nilai pasar 
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ABSTRACT 

 

 The study, entitled Tax Collection Policy on Land and Building Rights 

Acquisition Tax (BPHTB) on Land and / or Building Sale and Purchase 

Transactions in Kudus Regency aims to find out and analyze / explain the policies 

of the Kudus Regency local government in collecting BPHTB taxes on land and / 

or sale transactions. / or buildings and constraints and solutions faced by the 

Notary and PPAT. 

 The method in writing this thesis uses a sociological juridical approach, 

which means that this research is studied by looking at the findings of facts in the 

field which are used as the basis by the author as data obtained from the field in 

accordance with existing facts, this writing is descriptive analytical. This research 

problem is analyzed by using the theory of justice. 

 Based on the results of research and discussion, it can be seen that the 

policy of the Regional Government in Kudus Regency in collecting BPHTB taxes 

on land and / or building buying and selling transactions has already made 

several preparations made in implementing BPHTB which switches systems, such 

as legality through Perda No. 4 of 2011, flow revenue and services for the 

implementation of BPHTB payments, the terms and conditions that must be 

prepared by taxpayers, as well as several other preparations made at the 

DPPKAD of Kudus Regency. 

 Constraints and solutions faced by Notaries and PPAT in Local 

Government Policies in Kudus Regency in Collecting BPHTB Taxes, namely: 

Public knowledge of low BPHTB PPAT solutions in providing an explanation of 

BPHTB payment obligations Limits on PPAT obligations in viewing BPHTB 

payments, transaction value it was agreed by the parties that the solution was not 

known, the PPAT should have known the actual transaction value, false proof of 

payment. If the SSB is fake, then in principle PPAT cannot be held accountable, 

NJOP PBB which is too low is the Government's solution (in this case the 

Directorate General of Taxes, Ministry Finance) determines that PBB NJOP is in 

accordance with market value 
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